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ABSTRAK 
 

         Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sendiri merupakan hasil 

rancangan layanan yang berhasil dibentuk dan dirampungkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sebagai Lembaga tertinggi dalam mengawasi dan memberikan regulasi 

dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berhasil memberikan 

perkembangan dari Layanan Urun Dana tersebut dari yang awalnya pihak pemodal 

atau investor dapat berinvestasi jenis efek hanya dalam bentuk saham saja hingga 

jenis efek yang ditawarkan menjadi saham, sukuk dan obligasi. Tujuan dari Otoritas 

Jasa Keuangan dalam membentuk Layanan Urun Dana tersebut ialah untuk 

mempermudah pemodal dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Keberhasilan itu 

juga tentu menarik banyak minat dari pemodal untuk terjun dalam layanan Urun 

Dana Berbasis Teknologi Informasi tersebut. Seiring berkembangnya teknologi, 

kepentingan pemodal harus dilindungi demi menjaga kepercayaan dan menjaga pasar 

Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Tersebut. Maka dari itu, prinsip keterbukaan 

harus implementasikan dalam rangka untuk melindungi pemodal dalam pengambilan 

keputusan bisnis yang akan mereka hadapi pada Layanan tersebut. Rumusan masalah 

pada penulisan skripsi ini yaitu: 1. Apakah Informasi pada Layanan Urun Dana 

Berbasis Teknologi Informasi Penawaran Efek telah sesuai dengan prinsip 

keterbukaan; 2. Bagaimana Peran dari OJK pada layanan urun dana berbasis 

teknologi informasi Penawaran Efek; 3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum 

Investor pada Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi Penawaran Efek. 

Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan Perundang-

undangan untuk memahami apa itu Prinsip Keterbukaan. Pada Layanan Urun Dana 

Berbasis Teknologi Informasi sendiri, Prinsip keterbukaan sangat diperlukan guna 

melindungi pemodal dari pelanggaran yang terjadi pada Layanan Urun Dana 

tersebut. Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Kesimpulan dari 

Penelitian ini yaitu Prinsip transparansi SCF yang ada Indonesia berlandaskan 

kepada prinsip transparansi dalam lingkup pasar modal dan pedoman GCG sangat 

berkaitan untuk diimplementasikan pada securities crowdfunding di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Prinsip Keterbukaan, Layanan Urun Dana, Perlindungan Hukum 

Investor. 


